ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang :

BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

a.

NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayatg (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beber
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Und
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dae

pa
un
ng
an

un

ah

mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah

disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang

penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae

disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerin

rah

tah

Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan

rancangan Peraturan Daerah tentang Angga
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dievaluasi sebel

ditetapkan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daer
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah

Anggaran 2024,

rarn

L1111

ud
ah

un




Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repﬁblik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupatcn
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon#‘sia
Nomor 4268); |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indongsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne jara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuj{)lik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repljblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembéran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);



10.

11.

12.

|
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubuﬁgun
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan
Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil K(‘Lpala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemcerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenpang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan iatas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcnfang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor |71,
Tambahan Lembaran Negara Rcepublik Indoncsia Nomor
5340);
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tenlang

Bantuan Keuangan Kepada Partai  Politik (Lembaran

Negara Rcepublik Indoncesia Tahun 2009 Nomor | 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana. telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Pemecerintah
Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Kcuaﬁgan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6177);




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota chwan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60357), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemecrintah Nomor |
Tahun 2023 tentang Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dcwan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lemb‘ran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repﬁblik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemcerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tenlang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Dacrah



20.

21.

22.

23.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan T rtib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia T;\un
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun QFQO
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitunjan,
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dae'tah
or

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Non
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancan‘an
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggjan
Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancan‘an
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);




24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan |dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 (Berita Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuinan
Pcrangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembgran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2
Sert D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor
9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

26. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pecngelolaan Keuangan Dagrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
Nomor 4 Seri E);

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Mcnctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.  Kabupatcn adalah Kabupaten Bangka Barat.

2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.




10.
11.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan F%leh
Pemerintah  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan pri; sip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesaj;

arn

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. T
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. 'J
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan }ang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan ‘dejgan
hak dan kewajiban daerah tersebut. |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangka Barat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Bfrat
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Di$as,
Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih. L

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kem‘ ali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada taﬂkun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. |

Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.




15.

16.

17.

18.

19.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Peme‘Lntah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan} uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan! dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran |yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. |

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat d1beb#nkan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan D erah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk memiayar

kembali. ‘

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Diierah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan ‘mum
daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, jadan
Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak mempejroleh

bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 berjumlah

Rp1.095.265.737.993,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar dua ratus enam

puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh

tiga rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembigyaan

daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp897.422.732.000,00
b. Belanja Daerah Rp1.095.265.737.993,00
Surplus/ (Defisit) (Rp197.843.005.993,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp212.843.005.993,00
2. Pengeluaran Rp15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp197.843.005.993,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,-




Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp897.422.732.000,00 (delapan ratus

sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua

ribu rupiah),yang terdiri atas:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer;dan

C.

(1)

(5)

(1)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp77.607.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam
ratus tujuh juta rupiah ), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Haslil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncan‘akan
sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah ). L
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp8.517.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh belas] Jjuta
rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai'll'nana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00
(lima miliar delapan ratus juta rupiah). i
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.290.000.000,00 (tiga puluh tiga Tllzar

dua ratus sembilan puluh juta rupiah). ‘

Pasal 5 \

i
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp815.475.732.000,00 (delapan ratus lima belas miliar
empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang

terdiri atas:




a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;dan ‘
b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada a}‘rat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp770.475.732.000,00 (twjuh ratus tujuhkouluh
miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu ru}aiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada aygt (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar
rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp4.340.000.000,00 (empat miliar tiga ratus éjmpat

puluh juta rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai d%ngan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja daerah
Rp1.095.265.737.993,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar dua ratus ¢
puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan g
tiga rupiah), yang terdiri atas:
a.Belanja operasi,

b.Belanja modal;

c.Belanja tidak terduga;dan
d.Belanja transfer.

|
Pasal 7

tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
enam

wuluh

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huf{uf a

direncanakan sebesar Rp802.485.817.109,00 (delapan ratus dua rfliliar

empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sei(atus
sembilan rupiah), yang terdiri atas: ’
a. Belanja pegawai; ‘
b. Belanja barang dan jasa; |
c. Belanja hibah;dan

d. Belanja bantuan sosial.




(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp405.053.173.162,00 (empat ratus lima miliar lima puluh tiga juta
seratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp343.999.878.507,00 (tiga ratus empat puluh tiga

miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh

delapan ribu lima ratus tujuh rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncarLakan
sebesar Rp46.631.920.440,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tigaFuluh
satu juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah}.
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp6.800.845.000,00 (enam miliar delapan ratus juta

delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp171.084.600.084,00 (seratus tujuh puluh satu miliar
delapan puluh empat juta enam ratus ribu delapan puluh empat rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya;dan
f. Belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp10.626.140.000,00 (sepuluh miliar enam ratus dua

puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah). |
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayét (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp21.934.932.902,00 (dua puluh satu miliar
sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua| ribu

sembilan ratus dua rupiah).




(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada a at (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp44.335.416.701,00 (empat puluh empat
miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam belas ribu tujuh :ratus
satu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud jpada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.890.726.500,00 (delapan }‘Duluh
dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu
lima ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ﬂauruf
e direncanakan sebesar Rp11.272.383.981,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh

puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh
satu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hu#‘uf C

direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d

direncanakan sebesar Rp118.695.320.800,00 (seratus delapan belas miliar

enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu delapan Tatus

rupiah), yang terdiri atas

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp3.851.700.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta twjuh

ratus ribu rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rpl114.843.620.800,00 (seratus empat belas miliar

delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus

rupiah).




Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp197.843.005.993,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus empat
puluh tiga juta lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri|atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan i

b. Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp212.843.005.993,00 (dua ratus dua belas
miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;dan
c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a  direncanakan sebesar

Rp212.743.005.993,00 (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh tiga

Juta lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaLsud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratu# juta

rupiahy).
Pasal 14 ‘
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupidﬁ).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja

daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp197.843.005.993,00

(seratus sembilan puluh tujuh milicr delapan ratus empat puluh tiga juta limc+ ribu

sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).




(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiagfaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar

Rp197.843.005.993,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan |ratus

empat puluh tiga juta lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah
yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan|

belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2024, dengan

ini,
dan

tata

cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

biasa,; ‘

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

luar

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kkegiatan

pelayanan publik. 1

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah

dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peratTlran

perundang-undangan;dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbuhkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyaréﬁkat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairfpana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

gian




Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan,Belanja,dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan,;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah dan Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
Daftar Dana Cadangan,;

Daftar Pinjaman Daerah.




Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal & Desember 2023

Diundangkan di Mentok
pada tanggal #2-Desember 2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI A
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR URUT PERDA ¥3.58/ TAHUN 2023
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